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FPERJANJIAN KERJA BAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DAN

PT BANK MANDIRI (PERSBERO| TBK

NOMOR  : 2 Tahun 2025
HNOMOR : HEK.GVF3 /PKS.003,/2025

TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PADA DIREKTORAT PENDIDIKAN KATOLIK
DIREKTORAT JENDERAL BIMEBINGAN MABYARAKAT KATOLIK

Pada han ini, Selasa tangeal dua puluh satu bulan Januart tahun dua rbu
dua pulub bima (21,/1/2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
hawah ini;

1.

SUPARMAN, Direktur Jenderal Bimbingan Masvarakat Katolik, dalam hsl
ini bertindak selaku Kussa Pengguna Anggaran (KPA| pada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masvarakat Katolik Kementerian Agama berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 165/TPA/2023 tanggal 04 Desember 2023
dan Keputusan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2014, bertindak dalam jabatannye tersebut untuk dan atas nama
Direktorat Jendernl Bimbingan Masyarakat Katolik berkedudukan da
Jalan M.H. Thamnn Nomor 6 Jakarta 10340 selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

HENDRIANTO SETIAWAN, Head of Government Project 3 PT Bank Mandiri
[Persera)l Thlk, berdasarkan Surat Kussa No. BK.DIR/73 /2022 tanggal 29
Juni 2022 bertindak dalam jabatannva tersebut untuk dan atas nama PT
Bank Mandiri (Persero] Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut PIHAK

EEDUA.
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PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA secara sendini selanjutnya disebut PIHAK.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KESATU adalah Dhrektorat Jenderal Bimbingan Masvarakat
Katolik yvang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menternn Agama, yvang terdiri atas 2 [(dua)
[irektorat wyaitu Direktorat Urusan Agema Katolik dan Direktorat
Pendidikan Katolik, sebagaimans tercantum dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kementerian Agama.

Bahwa FPIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk
Perseroan Terbatas vang mempunysi kegiatan usaha dalam bidang jasa
perbankan vang diatur oleh peraturan perundang-undangan vang berlaku
di Indonesia.

Bahwa uontuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian
Apama Republik Indonesia dengan PT. Bank Mandin (Persero) Thk, Nomar:
4 Tabhun 2022 dan Nomor: DIRE,MOU/O04 2022 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, Tanggal 2 Februar 2023,

Bahwa dalam rangka menyalurkan Dana Bantuan Sosial, PARA PIHAK
bermaksud untuk mengadakean kera sama dalam  penyvediaan dan
pemanfaatan layanan jasa perbankan vang didazari oleh keinginan untuk
saling menunjang kegistan masing-masing PIHAK,

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masvaraka
Katolik Nomor 5 Tabun 2025 tentang Penetapan Bank Mandin Sebagm
Bank Penyalur Bantuan Pemenntah don Bantuan Sosial Pada Direkiorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hatolik, PIHAK KESATU  telah
menetapkan PIHAK KEEDUA sebagan Bank Penyalur Bantuan Sosial pada
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja
sama tentang Penyaluran Bantuan Sosial pada Direktorat Pendidikan Katolik
rekiorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kaiolik (selanjuinya disebut
Perjanjlan| yang diatur dalam ketentuan sebaga bertkut:
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Pasal 1
Hetentuan Umam

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

T

2]

Bantuan adalah Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar dan Bantuan
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Bantuan Sosial Program Indooesia Piontar yvang selanjuinyva disebut
Bantuan PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada peserta
didik Sekolah Menengah Agama Katolik vang berasal dar keluarga kurang
A pu.

Bantuan HKartu Indonesia Pintar Kuliah vang sclanjuinya discbut KIP
Kulish adalah bantuan sosial berupa biava pendidiken vang diberikan
oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi
dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada
program Diploma Tiga (D3] Strata Satu (S1).

Penerima Bantuan adalah pihak vang memenuhi ketentuan sasaran dan
kriteria penerima manfaat program vang ditetapkan oleh PIHAK KESATU
yang tercantum dalam Daftar Tujuan Transfer.

Daftar Penerima Bantnan Sesial adalah dafiar yvang memuat data
Penierima Bantuan PIP dan Bantuan KIF Kuliah yvang ditetapkan dan
diverifikasi oleh FIHAK KESATU berdasarkan sumat keputusan penetapan
Penenma Bantuan yang diterbitkan PIHAK KESATU.

Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial adalah rekening dalam
bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kena lingkup
Kementerian Negara/Lembaga pada PIHAK KEDUA atas persetujuan
Kementerian Keuangan yang digunakan untuk menampung dana
Bantuan Sosial dar FEekening Kas Umum MNegsra sebelum ditransfer ke
Rekening Penenma.

Daftar Pembukaan Rekening odalah daftar yang memuat identitas
Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan dan diverifikasi oleh PIHAK
KESATU sebagai dasar bagi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan
pembukaan BEekening Penerima.

Surat Perlntalh Pemindahbukuan vang sclanjuinya disingkat SPPb
adalah surat perintah yang dibuat dan ditendatangani oleh PIHAK
KESATU dan difujukan kepada PFIHAK EKEEDUA untuk melakukan
penyaluran dana Bantuan Sosial dari Rekening Penvaluran Dana Bantuan
Sosial kepada Rekening Penerima Bantuan Sosial setelah terbit SP2D.
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5. Daftar Tujusn Transfer vang selanjutnya disebut DTT adalah daftar
Penenma Hantuan Sosial vang ditetapkan dan dwenfikasi oleh PIHAK
KESATU berdasarkan surat kEeputusan penetapan Penerima Bantuan
Sosial yang diterbitkem PIHAK KESATU.

10, Hari Kalender adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari lbur nasional vang
ditetapkan sewakru waktu cleh Pemerintah.

11. Harl Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yvang
secara resmi dinvatakan sebagai bukan hard Hbur/yvang diliburkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemenntah Dacrah dan/atau
Bank Indonesia atau hari dimana PARA PIHAK mengadakan kegiatan
operasional.

12. Pembukssn Rekening Penerima Bantuan Sosial adalah  proses
pembukaan rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial oleh PIHAK
KEDUA sesual dengan ketentuan pembukaan rekening vang berlaku pada
FIHAK KEDUA.

1. Penyaluran Bantuan Sosial adalah proses penyaluran dana Banfuan
kepada Penerima Bantuan dari Rekening Penyvaluran Dana Bantuan ke
Hekening Penerima Bantuan,

14. Rekening Penerima Bantuan Sosial adalah rekening milik Penerima
Bantuan vang dibuka pada PIHAK KEDUA atas nama Penerima Bantuan
sesual dengan ketentuan pada PIHAK KEDUA untuk menerima dana
Bantuan vang berssal dari PIHAK KESATL,

15. Kantor Cabang adalah unit kera vang membenkan pelavanan jass
perbankan kepada masyarakat luas yang berbentuk dan tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.

16. Kantor Cabang Padanan adalah kantor cabang PIHAK KEDUA termasuk
semua kantor layanan di selurubh wilavah Indonesia vang dibuka untuk
melayani transaksi keuangan Penerima Bantuan Sosial.

17, Kantor Cabang Pelaksana adalah Kantor Cabang PIHAK KEDUA wang
ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menampung Dana Bantuan Sosial
berdasarkan SP20 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Penyalur, yaitu Kantor Cabang Jakarta Departemen Agama.

1B, Bank Penyalur adalah bank mitra kerja FIHAK KESATU, vaitu PIHAK
KEDUA yang ditunjuk untuk menvalurkan Dana Bantuan Sosial,
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19, Buku Tabungan adalah bukt kepemilikan, yang dapat digunakan sebagai
alat untuk bertransaksi dan memuat mlormas: transaksi dari atas
Eekening Penerima yang dimiliki oleh masing-masing Penerima Baniuan,

20. Kartu Debit adalah kartu vang diberikan kepada Penerima Bantuan
sesual ketentuan yvang berlaku di PIHAK KEDUA yang dapat digunakan
sebagai alat transaksi,

21. Kode Billing adalah kode identifikasi vang diterbitkan oleh sistem hilling
atms suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib
Pajak /Wajib Bayar/Wajib Setor.

22. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang
Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Megara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membavar
seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

23 Surat HKussa Pemblokiran dan Pendebetan Rekening Penerima
Bantuan vang selanjutnya discbut SKPR adalah surat  yang
ﬁ ditandatangani oleh Penerima Bantuan vang diberikan kepada PIHAK
KEDUA untuk memberikan data/informasi Penenma Baniuan kepada
PIHAK KESATU melipulti Nomor Rekening, Nama Pemilik, Mutasi
Rekening, dan Saldo Rekening, serta kuasa untuk melakukan pendebetan
dana, pemblokiran dane dan koreksl pembukuan berdasarkan surat
perintah PIHAK KESATLU kepada FIHAK KEDUA

24. Surat Kuasa Pencairan secara Kolektif yang selanjuitnya disebur SKP
Kolektif adalabh surat pemberian kuasa dar Penerima Bantuan sebaga
pemberi kuasa kepada penerima kuasa Kepala Sekolah/Guru untuk
melakukan pencairan Dana Bantuan secara kolektul melalui Kantor
Cabang PIHAK KEDUA,

25. Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disebut SP2D adalah
“ surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN  berdesarkan SPM  dalam  rangka

penyaluran Dana Bantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

26. Treasury Notional Pooling vang selanjutnya discbut TNP adalah sistem
vang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dar seluruh
rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh kantor
cabang bank umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan
perpindahan dana antar rekening.
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Pasal 2

Tujuan
Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparasi,
kemudahan, kecepatan, kenvamanan, dan keamanan dalam penyaluran
Bantuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. Penatausahaan dan pengelolaan Hekening Penerima Bantuan dan
Rekening Penyaluran Dana Bantuan sesusi dengan ketentuan peraiiran
perundang-undangan;

b. Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penyaluran Dana Bantuan dari
FIHAK KESATU kepada Penerima Bantuan melalui PIHAK KEDUA waita
pemetaan rekening, pembukaan rekening, aktivasi rekening, pemeliharaan
rekenmg, penyaluran dana Bantuan dari Rekening Penyalur ke Rekening
Penerima, pencairan Dana Bantuan, dan pelaporan;

¢, Pemanfaatan fasilitas lavanan perbankan vang disedinkan oleh PIHAK
EEDUA;

d. Penyelesaian keluhan dan pengaduan terkail jasa  pelavanan vang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama keluhsn dan pengaduan tersebut
terkait dengan produk dan/atau pelayanan PIHAK KEDUA scbagmmans
diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 4
Rekening Penyalur dan Rekening Penerima
i1} Rekening Penvalur dibuka oleh Kantor Cabang Pelaksana dalam bentuk

Giro dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Setoran awal Rpd,-

b. Saldo minimal Rp(,-

<. Biays admimistras BEpl,-

d. Biays Transfer ke Rekening Penerima mengikuti ketentuan yang
berlaku di perbankan dan dibebankan kepada PIHAK KESATLU

e, Jasa giro untuk Rekening Penvaluran diberikan sesuai dengan
tingkat suku bunga yang berlaku pada PIHAK KEDUA serta
dibebankan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan  yang
berlaku. Jasa gire langsung dikembalikan ke Kas Negara melaioi
mekanisme Treasury Notional Pooling (TNF).
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(2} Rekeming Penerima yang dibuka PIHAK KEDUA secara massal dan
terpusat aleh Kantor Pusat FIHAK KEDUA dengan bentuk Tabungan
atas nama Penerima Bantuan dengan fitur sebagai berikut:

8. Setoran awal Rpld,-

b. Saldo minimal Rp0,-

¢, Biava Administrasi Relkening Penerima Rpl, -

d. Diberikan fasditas Kariu Debit;

Biava penerbitan Kartu Debit Rpl,-

Biaya admintstrasi Kartu Debit Rpd.- /bulan

g- Biaya-biaya lainnya diluar dan yang sudah disepakati oleh PARA
PIHAK akan disesumikan dengan ketentuan vang berlaku pada
PIHAK KEDLUA,

£,

(3} Bag Penerima Dana vang lokasinya tidak dapat terjangkau Kantor Cabang
Padanan PIHAK KEDUA, maka pembukaan rekening dilakukan melalui
sarana elekironik cleh masing-masing Penerima Dana.

Paszal 5
Tata Cara dan Ketentuan Penyaluran Bantuan

(1} Tata Cara Penyaluran Bantuan dilekukan melalui tahapan dan ketentuan
sebagal berikut:

=

b.

PIHAK KESATU menggunakan Rekening Penyaluran Dana Bantwan
pada Kantor Cabang Pelaksana;

Rekening Penyaluran Dana Bantuan dibuka atas nama RPL 133 DB
BMSEATOLIK UTK BSOS No Releenung 103-00-FT9999-73;

PIHAK KESATU mengajukan permohonan pembukasan Rekening
Penenma HBanluan  secarm kolekill  berdasgarken  surat  perintah
pembukaan Eekening Penenma Bantuan dan Daftar Pembukaan
Rekening yang benar dan terverifilkas: PIHAK KESATU dalam bentuk
soffcopy dengan password dan/atau fcimdoopy kepadas PIHAK KEDUA
sccara lengkap dan bemar, Daftar pembukaan rekening sekurang:
kurangnya memuat informasi/keterangan sebagai berikut:

1. ldentitas Penerima Bantuan PIP , meliputi:
a. Nama lengkap;
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK];
¢, Nomor Induk Siswa Nasional (NISH) Penenma Bantuan PLP;
d. Tempat lahir;
e, Tanggal lahir;
f. Nama Sekolah;
g Alamat sekolah;
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b, Kecamatan Sekolah,

i. Kota/Kabupaten Sekolah;

o Provingi Selolah;

k. Kode Pos Sekolah;

. MNama Gadis [bu Kandung,

m. Nomor telepon Person In Charge (PIC) sekolah;
2. ldentitas Penerima Bantuan KIP Kuliah:

a. Nama lengkap;

b, Nomor Induk Kependudukan (NIK);

¢, Tempsat akir;

d. Tanggal lahir;

¢. Nama Perguruan Tinggi,

. Alamat Perguruan Tings;

g Kecamatan Perguruan Tinggs,

h. Kotaj Kabupaten Perguruan Tingg;

1. Provinsi Perguruan Tingst;

J. Kode Pos Perguruan Tingr;

k. HNama Gadis [bu Kandung,

d. FIHAK KEDUA melakukan pembukasn Rekening Penerima Bantuan

berdasarkan  permobonan  tertulis dan PIHAK KESATU  dengan
ketentuan sebagas berikut:

1. PFIHAK KESATU menyampaikan surat perntah pembukaan
Rekening Penenma Bantuan dan Daftar Pembukaan Fekening vang
benar dan terverifikasi PIHAK KESATU dalam bentuk softcopy
dengan password dan/atau hardeopy kepada PIHAK KEDUA secara
lengkap dan benar serta sesusl format pembukssn  Bekening
Tabungan sesuai dengan ketentuan pembulkaan rekening pada
FIHAK KEDUA;

2, Untuk menjamin kelancaran dan keamanan  layvanan aktivasi
Hekening Penenma Bantusn pada PIHAK BEEDUA, maka PIHAK
KEEDUA melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi Kantor
Cabang Padanan vang terdekat dengan kedudukan masing-masing
Penerima Bantuan, selambat-lambatnya 7 (tujuh] Hari Kerja sejak
diterimanya permohonan dar PIHAR KESATLU,

3. Apabila hasil pemetaan scbagaimana dimaksud pada angka 2
dinvatakan telah sesuai, selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan
pembukaan Rekening Penerima Bantuan dalam waktu selambat-
lambatnya 10 [sepuluh) Han Kerja techitung mulai pada Hari Kerja
berikutnya;
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4. PIHAE EEDUA melaporkan hasil pembukaan Rekening Penerima
Bantuan kepadas PIHAK KESATU selambat-lambatnyn 2 [dua) Han
Kerja setelah Rekening Pensrima Bantuan dibuka;

3. Dalam hel pemetaan sebagaimana dimalksud dalam angka 2 tidak
sesual, maka layanan aktivasi Rekening Penerima Bantuan dapsl
diberikan kepada Penerima Bantuan oleh Kantor Cabang PIHAK
KEDUA yaog lokasinya mudah diakses oleh Penerima Bantuan
dengan ketenivuan Fenerima Bantuan menyampatkan
pemberitahuan permohonan pindah kelola kepada Kantor Cabang
FIHAK KEDUA hasil pemetaan awal untuk selanjutnya dilakukan
pindah kelola ke Kantor Cabang PIHAK KEDUA yang lokasinva
mudah diakses untuk melayvani aktvasi Bekening Penerima
Bantuan sesual ketentuan Pemanjian ind;

6, Setelah menerima laporan hasil pembukasn Rekening Penerima
Bantuan dan PIHAK KEDUA, maka PFIHAK KESATU dapat
melakukan pencairan dana Bantuan dar BEekening Kas Umum
Negara ke Rekening Penvaluran Dana Bantuan; dan

7. Dalam hal Daftar Pembukaan Rekening masih terdapat kekurangan
dan/atau perbaikan, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan
hal tersebut kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU akan
melengkapi  dan/atau  memperbaikinya. PARA PIHAK depat
melakukan koordinaesi sebagal  bentuk  tndak lanjut  atas
kekurangan dan/atau  perbaikan Daftar Pembukaan Rekening
dimaksud.

Setelah dana Bantuan ditansfer dan Rekening Kas Umum Negara ke

Bekening Penyvaluran Dana Bantusan, PIHAK KEDUA melakukan

pemindahbukuan dana Bantuan dari Eekening Penyaluran Dana

Bantuan ke Rekening Penenma Bantuan sesual dengan SPFPb dan

Daftar Penenma Bantuan dan PIHAK KESATU dalam bentuk soffeopy

dengan password dan/atau  hordoopy ke PIHAK KEDUA. Daftar

Penerima Bantuan sekurang-kurangnya memual informasi/ keterangan

sebagai berikut:

. Mama Penerima Banituan;

Eelas/Semester;

Nama Sekolah /Perguruan Tingg;

Eecamatan Sekolah/ Perguruan Tinggs;

Kabupaten/Kota Sekolah /Perguruan Tinggi;

Nomor Rekening Penerima;

Nama Bank Penerima;

R R T
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8. Jumlah,/nominal Dana Bantuan;
9. Keterangan Transaksi,

[. Pemindahbukuan dana Banman wajib dilnkukan oleh FIHAK KEDUA
selambat-lambatnya 30 (tga pulul] Han Kalender sejak dana Bantuan
ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Penvaluran
Dana Bantuan, serta diterimanya SPPh dan Daftar Penerima Bantuan
yang sudah dilenghkapi déngan nominal Dena Bantuan vang disalurkan,
selama besarnva Dana Bantuan pada Rekening Penvaluran mencukups;

g Laporan pemindahbukwan Dana Bantusn ke Rekening Pensrima
berikut bukti transfer kepada PIHAK KESATU paling lambat 10
[sepuluh] Har Kerja setelah Dana Bantuan masuk ke Rekening
Penerima;

h. FIHAK KEDUA dapat menunda pemindahbukuan dar Rekening
Penvaluran Dana Bantoan ke Rekening Penerima Bantuan  dan
meminta klarfikasi dan/atau koreksi kepada PIHAK KESATU dalam
hal:

1. Terdapat kesalahan/kekurangan data pads SPPb dan Daftar
Penerima Bantuan; dan fatau
2. Saldo pada Rekening Penyvaluran Dana Bantuan tdak cukup;

. PIHAK KESATU wajib memberikan jawaban atas permintaan darn
PIHAK KEDUA sehubungan dengan klarifikasi dan/ataun  koreksi
kesalahan/ kekurangan data pada SPPb dan Daftar Penerima Bantuan
sehagaimana dimaksud dalam hurof g selambat-lambatnya 3 (tiga) Han
Kalender terhitung sejak permintaan klanfikasi dan/atau korekss
diterima FIHAK KESATU, dan

2] Pada bantuan FIP , Rekening Penerima Dana yang dibuka secara massal
oleh PIHAK KEDUA wajib melakukan aktvas: Rekemng Penerima, dengan
ketentuan sebagail berikut:

a, Aktivasi Bekening Penerima Bantuan dan Peocamran Dana Bantuan
pada Kantor Cabang PIHAK KEDUA vang telah ditetapkan berdasarkan
pemetasan dilavani di Har Kerja;

b. Kepala Sekolah wajib saling berkoordinas: dengan Kantor Cabang
PIHAK KEDUA sang telah ditetapksan berdasarkan pemetasn untuk
Aktivazi Rekening Penerima dan Pencairan Dana Bantuan;

¢, Aktivasi Rekening Penerima Bantuan, pencetakan buku tabungan
Rekening Penerima Bansos  dan pencaran dana Bantuan  dapsat
dilakukan di luar Kantor Cabang Padanan yang telah ditetapkan
dengan alasan terdapat Kantor Cabang FIHAK KEDUA yang lebih deleat
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dengan ketentusn Penernima Bantuan menvampaikan permohonan
pindah kelola kepada Kantor Cabang FIHAK KEDUA hasil pemetaan
awal untik selanjutnyva dilakukan pmdab kelola ke Kantor Cabang
PIHAK EEDUA yang lokasinya mudah diakses melayanl akiivess
Rekening Penerima Bansos sesuai ketentuan Perjanjian ini;

d, Aktivasi perorangan untuk penerima PIP Tingkat Sekolah Menengah
Agama Katolik dapat dilakukan tanpa didampingi oleh Orang Tua/Waki
atag Kepala Sekolah/Guru dengan menvampaikan persyaratan scbagai

berilout:
1. Fotokopi salah satu tanda) buktl identitas pengenal Penernima Bansos
(KIP/ Kartu Pelajor / Kartu Identitas Anak/Kartu Tanda

Penduduk/Surat Keterangan dari  Kepala Desa/Lurah)  dan
menunjukkan aslinys;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Penerima Bansos;

3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penenma
Bantuan SMAK;

. 4. Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa
adalah penerime bansos, dalam hal peserta didik telah pindah
sekolah dalam saru jenjang pendidikan vang sama, maks suratb
keterangan dapat dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di sekolah yang
baru;

5. SKPR dan formulir pembukaan rekening penerima yang diisi dan
ditandangani oleh Penerima Baneos sesuad ketentuan vang berlaku
di FIHAK KEDUA;
(3} Aktivasi perorangan untuk penerma KIF Kuliah dilakukan dengan
menvampaikan persyaratan scbagai berikut:
(1} Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan ashinya;
(2} Aplikasi stau dokumen pembukaan rekening tabungan Mandin
vang telah dilengkapi, serta memenuhd ketentuan/persyaratan

‘ umum pembukasn rekening tabungan yang telah ditetapkan oleh
PIHAK KEDUA,
(3} Surat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetan Rekening Penerima
Bantuan [SKPR);

{4) Surat Keputusan Penenma Bantuan.
(4} Penerima Bantuan berhak menandatangani dokumen pembulkasn
Rekening Penerima dan buku Tabungamn.
|5} Pencairan dana Bantuan FIP dilskukan dengan cara sebagai berikut:
|. Pencairan langsung oleh Penerima Bantuan melalui Kantor Cabang
MHAE KEDUA, ATM/Jaringan ATM yvang memiliki kerjasama dengan

IZF%I:I:I &b
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FIHAK KEDUA, dan/atau saluran pencairan dana lain yang dimiliki
oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Kartu Debit dan Buku
Tabungan,

2. Pencairan kolektif melalui Kantor Cabang PIHAK KEDUA dengan
mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA serta membawa
dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Asli Surat Kuasa Pencairan [SKP) diatas meterai dari Penenima
Bantuan kepada Kepala Sekolah/Guru sebaga pengambil dana
Bantuan secara kolekif;

b] Surat Pernyvataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai yang
ditandatangani Penerima Kuasa (Kepala Sekolah/Gurua];

¢} Surat Pernyataan bahwa Kepala Sekolah/Guru telah memperoleh
persetujuan dari masing-masing orang tua Penerima Bantuan
untuk melakukan pencairan dana FIFP,

d} Fotokopi Surat Pengangkatan Kepala Sekolah atau  surat
penugasan dari kepala sekolah (spabila diwakili oleh goru) dan
menunjukan aslinya;

e} Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Guru sebagai Penerima Kuasa dan
menunjukan aslinya;

fi Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga Pemberi Kuasa: dan

g Buku Tabungan dan Kartu Debit Penenma Bantuan yang
diambil secara kolektif.

[6) Pencairan dana KIP Kuliah dilakukan secara langsung oleh Penetima
Bantuan melalui Kantor Cabang FIHAK KEDUA, ATM /Jaringan ATM yang
memiliki kerjasama dengan PIHAK KEDUA, dan/atau saluran pencairan
dana lain vang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Kartu
Debit dan Buku Tabungan. Pencairan melalui Kantor Cabang melengkapi
dokumen sebagal berikut:

a) Melenglkapi dan menandatangani formulic/slip penarikan;

b Menunjukkan asli dan menverahkan foiokopi KTF Pencrima
Bantuan;

] Melampirkan/menunjukkan Buku Tabungan.

d] Svarat dan ketentuan lunnya yang berlaku.

(7} Pengembalian/Penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal sampai dengan akhir kegiatan Penyaluran Bantuan masih
terdapat saldo pads Rekening Penyaluran Dana Bantuarn, maka PIHAK
KEDUA mentransfer seluruh salde yvang terdapat pada Rekening
Penvaluran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan peraturan

H‘.EHI&'."HJ MHAK KEDLUA
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perundang-undangan serta berdasarkan swrat perintah tertulis yang
telah terlampir dengan Kode Billing darn PIHAK KESATL.

b. Dana Bantuan dapat dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara
apabila terjadi pembatalan Penerima Bantuan, dengan  ketentaan
sehagal berikut:

1. PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data penvaluran sebelum
melakukan pengembaliarn;

2. PIHAK EEBATU menginstruksikan kepada PIHAK KEDUA untuk
memdebet Rekening Penernima Bantuan ke Rekening Penyaluran
Dana Bantuan, selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan ke
Rekeming Kas Umum Negara baik sebagian atau seluruh dana
Bantuan sesuai keputusan PIHAK KESATL

3. PIHAK KESATU menerbitkan Kode Billing untuk pengembalian loe
Rekeming Kas Umum Negara;

4, PIHAK KEDUA, secara terpusat, menvetorkan Dana Banfuan ke
Rekening Kas Umum MNegara sesuai Kode Billing dan surat perintah
pengembalian dana Bantuan dari FIHAK KESATU,

c. Pengembalian Dana Bantuan pada Rekening Penerima Bantuan yang
tidak terdapat transaksi/tidak digunakan oleh Penenma Bantuan
selama 30 (tiga puluh} Hari Kalender, dengan ketentuan secbagai
berikut:

1. Pengembalian Dana Bantuan ke Hekening Kas Umum Negara
hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap rekening
Penerima Bantuan yang dibuka secara massal pada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK EEDUA berkewapban melaporkan kepada PIHAK KESATU
selambai-lambatnya 7 [fwuh) Han Rerja terhadap Rekening
Pencrima yang dibuka seccaras massal pada PIHAK KEDUA yang
tidak terdapat transaksi/tidak digunakan oleh Penermma Bantuan
selama 30 (Uga puluh) Harl Kalender sejak tanggal penyaluran dana
bantuan ke Rekening Penerime

3. Setelah menerima laporan dan PIHAK KEDUA, FIHAK KESATU
memutuskan status Rekening Penerima Bantuan yang belum
terdapatl transaksi/ tidak digunakan; dan

4, Dalam hal Rekenmg Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud
pada angks 2 diputuskan statustyva uniuk ditutop, maka PIHAK
KESATU memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
untuk melakukan penutupan dan menyetorkan Dana Bantuan yang

B 5
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terdapat pada Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Kas Umum
Negara paling lambat 15 (lima belas) Hari Kalender setelah
diterimanya perintah pengembalian dar PIHAK KESATLL

(8] Keteptuan lain-lain dalam penvaluran Bantuan sebagai berilout:

o, Dalam hal terdapat kesalahan atau perbedaan antara data/dokumen
persyaretan dan Penenma Bantuan dengan data pada sistem informasi
PIHAK KEDUA, maka Penerima Bantuan wajib melampirkan dokumen
tumbahan berupa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan/atau
Surat Keterangan dar PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA dibebaskan dari
segala tanggung jawab dan risiko atas Pencalran Dana Bantuan bagi
Penerima Bantuan vang dokumennyva dilengkapi dokumen tambahan;

b. Apabila setelah gelesal dilakukan Penyaluran Dana Bantuan,
ditemukan Penenma Bantuan yang memiliki lebih dan 1 (satu) Nomor
KIP, pada tahun anggaran dan jenjang pendidikan yang sama, schingga
terbentuk Rekeming Penenma Bantuan gands, maka PIHAK KESATL
membebaskan FIHAK KEDUA dan segala nisiko yang dinmbulkan atas
data ganda tersebut. Selanjutnya PIHAK KEDUA melaporkan data yang
ganda tersebut kepada FIHAK KESATU;

c. Hantor Cabang PIHAR KEDUA mencairkan Dana Bantuan kepada
Penenmia Bantuan sepanjang daca Penerima Bantuan pada sistem
PIHAK KEDUA sesusi dengan dokumen persyaratan yang dibawa oleh
Penerima Bantuan., Kantor Cabang PIHAK KEDUA dibebaskan dari
tanggung jawab ates kebenaran dan keabsahan dokumen vang
digjukan oleh Penerima Hantuan;

d. PIHAK KEEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas risiko vang timbul
setelah penyerahan Buku Tabungan dan/atau dana Bantuan (aktivasi
Eekening Penenma Bantuan dan Pepcairan Dana Bantuan) dari Rantor
Cabang PIHAK KEDUA kepada Penerima Bantuan.

&, Dmlam hal Kartu Debit hilang atau rusak atau scbab lain apapun yang
mengakibatkan Kartu Debit tersebut tidak dapat dipunakan, meka
mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK KETHUA,

[, Dalam hal Bank Penyvalur menyalurkan Bantuan ke penerima Bantuan
vang tidak menggunakan rekening bank pada PIHAK KEDUA, biava
transfer ditebankan pada Ditjen Bimas Katolik.
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Pasal 6
Hak dan Hewajiban
{1) Tanpa mengesampingkan hak kewajiban yang dimiliki oleh PARA PIHAK
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PARA FIHAK
mempunyai hak kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
(2] Kewajiban PIHAK KESATL:

a. Menyampaikan surat permohonan pembukaan Rekemung Penerima
Banman dan Daftar Pembukaan Rekening kepada PIHAK HKEDUA
dengan  disertal  Dokumen  Pendukung vang  diperlukan, untuk
keperluan pembukaan Rekening Penerima Bantuan sebagaimana
ketentuan vang berlaku pada PIHAK KEDLUA;

b, Melakubkan scsialisasi tats cara aktivasi dan penarikan dana Bantuan
kepada Penerima Bantuan;

¢. Menetapkan Penerima Bantuan sesual ketentuan PIHAK KESATU;

d. Memastikan ketersediaan Dana Bantuan di Rekening Penyaluran Crana
Baniuan, sehelum menerbithan SPPh;

g, Menyampaikan SPPb den Daftar Penerima Bantuan Kepada PIHAK
KEDUA selambat-lambatnva 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak
dana Bantuan ditranafer dar Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Penyaluran Dana Bantuarn,

f. Memberikan keterangan dan data lain yang diperfukan PIHAK KEDUA
vang berkaitan dengan Penyaluran Bantuarn;

g Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis dalam  hal
terdapat perubahan siatos atay informasi terkait dengan penenmea
Bantuan vang dapat mempengarubl penvaluran Bantuan selambat-
lambatnya 3 [tga) Han Kerja sebelum tanggal Penyaluran Bantuan;

h. Bertanggungawab penuh atas S5PPb dan Daftar Penerimsa Bantuan
serta dokumen lainnya vang disampaikan kepada FIHAK KEDUA dan
membebaskan PIHAKE KEDUA dari segala tanggung jawab dan risiko
vang timbul akibai dari kesalahan data/keterangan pada SPFb dan
Daftar Penerima Bantuan vang disebabkan oleh PIHAK KESATU; dan

1 Menginformasikan kepada Penerima Bantuan untuk menandatangani
SKPR pada saat aktivasi Rekening Penenma Bantuan,

{3) PIHAK KESATU berhak:

f. Mendapatkan lavanan pembukasn Rekening Penyvaluran Dana Bantuan
dan pembukaan Eekenitig Penenima Bantuan;

EES&TU HHAR HELC &
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(4}

. Mendapatkan layanan pemindahbukuan dar Rekening Penyaliran

Dana Bantuan ke Rekening Penerima Bantuan sesual yang diarur
dolam Perjanjian ini secara tepat waktu, tepat jumilah dan tepat

SHEATATL

Mendapatkan laporan atas Dana Bantuan yang disalurkan melalu
Rekening Penerima Bantuan dalam hal tidek terdapat transalksi) tidak
dipergunakan oleh Penenma Bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal
5 Perjanjian ini:

. Mendapatkan laporan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang Penyaluran

Bantuan baik secara berkala maupun laporan akhir, termasuk laporan
penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana diatur dalam
Perjanjian ini; dan

Mendapatkan jaminan dan PIHAK KEDUA atas penyelesaian keluhan
dan pengaduan terkait jasa pelayanan perbankan yvang diberikan dalam
pelaksanaan penyaluran dana Bantuan ,

Kewajiban PIHAK KEDLIA;

a. Melakukan pengelolasn Rekening Pepvaluran Dana Bantuan sesusd

dengan perseiijuan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,;

. Melaksanakan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan sesual surai

permohonan pembukaan rekening dan Deftar Pembukaan Rekening
darit PIHAK KESATU dengan disertai Dokumen Pendukung yang
diperlukan, untuk keperluan pembukaan Rekening Penerima Bantuan
sehagaimana ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUAZ

Melakukan pemindahbukuan atas dans Bantuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 Perjanjian ini;

. Bertanggungawab atas penyvaluran dana Bantuan vang dilaksanakan

sesuai dengan SPPL dan Daftar Penerima Bantuan yang benar dan
terverifikas oleh PIHAK KESATL

Menyampaikan laporan atas dana Bantuan yang disalurkan melalui
Rekening Penerima Bantuan dalam hal tdak terdapat transaksi/tidak
dipergunakan cleh Penerima Bantuan schagaimana diatur dalam Pasal
& Perjanjian ing;

Kewajiban Pelaporan sebagaimana dimaksud dalsm Fasal 5 hanya
dilakukan terhadap Fekenirtg Penenma Bantuan vang dibuksa secara
massal pada PIHAK KEDUA

KEHATU PiEiA KEDHUW
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g. Menyetorkan dana Bamtuan yang tidak terdapat transaksi/tidak
dipergunakan oleh Penerima Bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal
5 Perjanjian ini;

h. Menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul akibat kegiatan
penyaluran dana Banluan ke Hekenng Kas Umum Negara sesuas
ketentuan vang berlaku;

i. Menyetorkan sisa dana Bantuan ke Fekening Kas Umum Negarsa
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;

j- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala maupun laporan akhir
tentang Penyaluran Bantusn kepada PIHAK KESATU sesuai dengan
permohonan tertulis dari PIHAK KESATL;

(3) FIHAK KEDUA berhak:

#. Menerima surat permohonan pembukaan Rekening Penerima Bantuan
dan Daftar Pembukaan Rekening dari PFIHAK KESATU dengan disertal
Dokumen Pendukung vang diperlukan, untuk keperluan pembukaan
Eekening Penerima Bantuan sebagaimans ketentuan yang berlaku
pada FIHAK KEDUA;

b. Meperima data dan keterangan lannya yang sebenar-benamya vang
diperlukan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan Pembukaan Rekening
Penerima Bantuan dan Penyaluran Bantuan;

. Meperima SPPh dan Daftar Penenma Baptuan vang benar dan telah
erverifikasi dari PITHAK KESATU dalam bentuk softeopy dengan
password danfatau hardeopy untuk digunakan sebagas dasar dakam
menyalurkan Dana Bantuan;

d. Menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KESATU dalam
hal terdapat perubahan informasi terkait dengan Penerima Bantuan
vang dapat mempengarubi Penyaluran Dana Bantuan selambat-
lambatnya 3 (tga] Hard Kerja sebelum tanggal Pemindabhbukuan Dana

Bantiesa.

. Menerima dan melakukan pencocokan terhadap data, dokumen,
aplikasi serta data  lainnya yang diperlukan untuk  pembukaan
Rekening Penyaluran Dana Bantuan dan Bekening Penenma Bantuan
di PIHAK KEDUA sesual dengan ketentuan yang berlaka di PIHAK
KELDLIA;

l HHlF EE{H# FIl KEELA
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. Melakukan pendebetan atau koreksi Hekening Penerima Bantuan
berdasarkan surat perintah tertulis dar PFIHAK KESATU dan sesuai
ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;

g. Tidak menyalurkan dana Bantuan kepada Penerima Bantuan dalam
hal:

1.

PIHAK KESATU tidak menvampakan S5PPb dan Daftar Tujuan
Transfer kepada PIHAK KEDUA;

Dana Bantuan tidek tersedia di Rekening Penyaluran [Dana
Hantuan,;

Penerima Bantuan tidak menyvampaikan secara lengkap dokumen-
dokumen yang dipersvaratkan atau terdapat data yang tidak sesuai,
maka PIHAK KEDUA berhak untuk menunda memberikan Dana
Bantuarn tersebut kepada Penenma Bantuan yang bersangkutan;

 terdapal perbedaan antars Daftar Penenma Bantuan den PIHAK

KESATU dengan data yang diadministrasikan PIHAK KEDUA maks
PIHAK EKEDUA akan menyalurkan dana Bantuanke Rekening
Penerima Bantuan setelah PIHAK KEDUA menerima perbaikan
Daftar Penenma Bantuan dari PIHAK KESATU.

h. Dibebasken dar segala tuntutan/pugatan/risiko dan/atau kerugian
vang timbul atae keabeahan dan keakuratan data yang tercantum pads
Daftar Pembukaan Eekeming, 3FPh, dan Daftar Penerima Bantuan

berikun segata perubabannya,

Pasal 7
Eetentuan Khusus

(1) Ketentuan khusus mengenal fitur rekening, aktivasi rekening, penanksn
dana/pencairan  Bantuan oleh Penerdma Bantuan, Pelaporan, Fasilitas
layanan perbankan tambahan dan sebagminya tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian bdak terpisahkan dan Peganjian ind,

i2] Ketentuan perbankan yang belum diatur dalam Perjanjian im akan
mengacu pada ketentuan vang berlaku di PIHAK KEDUA,

Pasal 8
Masa Berlaku Perjanjian

(1) Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 [satu) tahun sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA

PFIHAK.

12} Peganjian i berakhir dalam hal sebagal berikut;

l %uu&nu TPINA KEUA
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i3]

4

15)

1o

(1]

[2]

3]

Pl

. Telah habis masa berlakunya schagaimana dimaksud pada ayvat [1);
alai
b. Diakhiri berdasackan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
Perjanjian ini dapat diakhin sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), atas permintaan salah satu PIHAK dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada PFIHAK lainnya selambat-lambatnya
3 (pga) bulan sebelum tangeal pengakhiran Perjanjian yvang dikehendaka.
Dalam hal permintaan penghentian pernanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mendapatkan jawaban sclambat-lambatnya 14 (empat
belas) Harl Kerja, maka Perjanjian ini dianggap telah berakhir pada tanggal
sebagaimana sl surat pemberitahuan
Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata sepanjang diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhirannya.
Berakhirnva Perjanjian  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnva vang timbul sebab adanyva Perjanjian ind.

Pasal 9

Banksi
Dalam hal Penyaluran Dana Bantuan ke Rekening Penerima Bantuan
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf
{ yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka dikenakan
sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rpl0.000,- (scpulub ribu
ruptnh) per hart keterdambatan,
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh FIHAK KEDUA
ke Eekening Kas Umum Megara.
PIHAK KESATU akan memberikan sanks: tegas sebagaimana diatur dalam
Pasal ini apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan PIHAK KESATU telah
memberikan sural teguran (somas) sebanvak 3 (tiga) kali berturat-turut
namun tidak ada itkad baik dart PIHAK KEDUA untuk melakukan
perbaikan atas  kelalaian  dimaksud maka PIHAK KESATU dapat
mengakhir Perjanjian ini secara sepihak.
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(1

(2}

(3

(H

(1

Pasal 10
Force Majeure

Yang dimaksud dengan Force Mogjeure dalam  Perjanjian ini adalah
kejadian-kejadinn vang terjadi di loar kemampuan dan kekuasaan PARA
PIHAK schingga mempengaruhi pelaksansnn Perjanjian ini antara lain:
g, CGempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir,

kebakaran, dan bencana alam lainnys;
. Perang, buru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan

massal; dan/atau
¢. Kebijakan Pemenntah yvang mempengarubl secara langsung terhadap

pelaksanaan Perjanjian ini.
Dalam hal terjadi kejadian Foree Mojeure sebagaimans dimaksud pada ayat
(1) sehingga mempengaruhi pelaksanasn kewajiban salah satu PIHAK,
maka PIHAK vang mengatami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk
memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAR lainnya dalam
Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tuwjuh| Han Kerja terhitung sejak
terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesalkan secara
musyawarah,
Apabila FIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk
memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana
dimaksud dalam avat (2} pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dam
konsekuenst yvang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK vang mengalami Foree Majeure tersebur.
Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
perjanjian mi baik scbagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan
untuk pengakhiran atou pembatalan  Perjanjian, akan tetapi haova
merupakan keadean yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan
keadaan Force Majeure berakhir,

Pasal 11
Kerahasinan

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan darta yang terkait
dengan Perjanjian ini harus dijage kerahasisannya oleh PARA FIHAK, dan
PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan
data baik scbagian ataupun seluruhnya Kepada pihak ketiga manapun
juga, kecuali:

a. Atas persetujusn tertulis darn PIHAK lalnnya;
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b. Data tersebutl sudah merupakan informasi milik uoum, sudah dibuks
kepada umum oleh masing-masing Pihak sebagai pemilik informasi;
danfatau

e, Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum vang berlako.

(2} Kewajiban menjaga mahasia sehagaimana dimaksod avat (1) tetap
dilaksanakan oleh PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir,
kecuali ditsniukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penyelesalan Perselisihan

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisthan yang timbnal
sehabungan dengan pelaksanaan Perjanjlan ini secara musyawarah untuk
muifakat.

(2} Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA FIHAK sepakat untuk
menvelesaikan perselisihan tersebut secara hukum melalun Pengadilan
Megpen Jakarta Pusat

Pasal 13
Horespondensi
(1} Setap pemberiahuan dari FTHAK KESATU kepada PFIHAK KEDUA maupun
sebaliknya wapb disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat dan
dikirimkan langsung maupun secara elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
EEMENTERIAN AGAMA REPFUELIK INDONESILA

Gedung Kementerian Agama Lantai 12-13

Jalan M.H. Thamirin Nomor & Jakarta 10340

No. Telepon, Fax: (021) 3802012, 35811441, 3812913, 3920428
E-mail bimaskatolikakemenag, go.id

PIHAK KEDUA:

PT BANK MANDIRI [PERSERO) TBK

DIREETORAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN

GOVERNMENT PROJECT 3

Plaza Mandiri L. 28, JI. Jenderal Gatot Subroto Kay, 36 - 38,
Jakarta Selatan 12190

Ma. Telepon: 021 — 30023000 ext 7121679

= B
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E-mail: government, project3@banlkimandiri.co.wd
U p: Government Project 3

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dianggap telah

diterima dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Pada Han Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal
pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir};

b. Pada hari ke lima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat |per
pos); dan fatau

¢, Pada hari vang sama, apabila pemberitahuan dikifim melalu sumt
elekrronik,

PARA PIHAK wajib memberitahiukan secara tertulis kepada pihak lainnya

apabila terjadi perubahan alamat dan tempat korespondensi sebagaimana

dimaksud pada ayat | (satu) paling lambat 5 (lima) Han Kega sebelum

terjadinya perubahan alamat tersebut,

Pasal 14
LAIN-LAIN

Hal-hal vang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini

maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian

ini akan diatur lebih lanjut dalam surat- menyurat dan/atau Addendum

Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian ini.

PARA PIHAK dengan ini menyvatakan dan menjamin bahwa:

a. Mazing-masging PIHAK adalah badan hukum atau lembaga vang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, aerta
masing-masing mempunyai kewenangan penub untuk menjalankan
ueahanya;

b. Perjanjisn ini tdak bertentangan dan tidak melanggar peraturan
perundang-undangan yang wajib ditasti oleh PARA PIHAK dalam
menjalankan wsahanya,

c. Penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau
telah dikuasakan secara sah untuk mewakili masing-masing PIHAK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam

Perjanjian ini tidak dapat dialihken kepada pihak ketiga tanpa persetiljuen

tertulis PARA FIHAK,

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun

penerus hak dan kewajibannya;

I ™
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(5} Kerugian vang timbul sebapgai akibat kelalaian salah satu PIHAK akan
menjadi  tangpung jawab FIHAK wang melakukan kelalaian dan
menimbulkan kerugian tersebut, selama dapat dibuktikan kelalamnnya
oleh PIHAK lainnya;

(6) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanskan Peganjian ini dengan itikad
baik dan rasa penull tanggung jawab, didasari kepentingan bersama dan
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;

(7] PARA PIHAK wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola organisasi vang
Baik (Good Governance), antara lain prinsip Anti Pencucian Usng dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme [AFU-PFT), persaingan usaha sehat dan
anti monopoll sesuai ketentuan perundang-undangan;

(8] Lampiran-lampiran, surat-sural, dokumen-dokumen lainnya yang terkait
dengan Perjanjian merupakan bagian vang tidak terpisahlkan dan menjadi
saty kesatuan dalam Perjanjian ini;

9] Hal-hal sshubungan dengan jasa layanan perbankan vang tdak diatur di
dalam Perjanjian ini, mengacu pada ketentuan vang berlaku di PIHAK
KEDUA.

(10} Pegamjiann oo merupakan keseluruhan kesepakaian antara PARA PFIHAK
schubungan dengan hel vang dimaksudkan dalam Peqanjian i dan tidak
ada kesepakatan, svarmat-syarat, kefentuan-kKetentuan atau  kewajiban-
kewajiban lain, baik lisan maupun teriulis, fersural maupun tersicat,
selain dart yang diantur dalam Perjangian ini;

(11} Apabila karena suatu perubahan ketentuan bukum atag  peraturan
perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan lembaga
peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dar ketentoan
dalam Perjanjian ini menjadi dinyatakan tidak sah, tidek mengkat atao
tidak dapat dilaksanakan cleh PARA FIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini
sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah,
mengikat dan dapat dilaksanakan dan segi tujuan Peganjan dan aspek
komersialnva mempunyal kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atag
dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengkat ataw tkdak dapat
dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan berdasarkan
perselujuan tertulis PARA PIHAR;

(12) Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau Kerugian
terhadap salah satu PIHAK vang tidak dapat di atasi, maka FIHAK vang
mengalaminys dapat melakukan penundasn pelaksanaan Perjanjian ind
dengan pemberitahuan kepads PIHAK lammya.

|$| ’ | 1 | | i
PIHE KESATU P KEDLIA



24 -

(L}

(2]

13

PASAL 15
PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK akan melakukan seluruh kegintan pemrosesan data pribadi

berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 27 Tahoun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta

seluruh perubahan dan aturan pelaksanamyva (UL PDPF®).

PIHAK EKESATU merupakan pihak yeang menentukan tuwjuan dan

melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi ("Pengendali”) dan FIHAK

KEDUA merupakan pihak vang melakukan pemrosesan data pribadi atas

nama Pengendali [*Prosesor”) berdasarkan Perjanjian ini.

Dalam menjalankan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur pada

ayat (2}, Prosesor berkewajiban untuk:

a, melakukan pemrosesan dota pribadi berdasarkan perintah Pengendali
dan tidak melakukan pemrosesan date prnbedi di luar Gujuan yang
telah ditetapkan Pengendali;

b. meminta persetujuan Pengendali terlebih dahwlu dalam hal aken
melibatkan prosesor lainnya dalam melakukan pemrosesan  data
pribeadi;

. memastikan akurasi, kelenghapan, dan konsistens) data pribadi antara
lain dengan melakukan verifikasi;

d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data
pribadi;

e, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya
dengan melakukan:

1. penyusunan dan  penerapan  langkah teknis operasional dan
organisas vang tepal untuk melindungi data pribadi dan gangguan
pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undengan; dan

2. penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan
sifat dan risiko dari data pribadi vang harus dilindung dalam
pemrosesan data pribadi

[. menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak melakukan trunsfer atas
data pribedi yang didapat dari Pengendali kepada pihak ketiga mana
pun;

g. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak vang terlibat dalam
pemrosesan  data prbadi di bawah  kendali Prosesor, termasuk
memastikan prosesor lain yvang dilibatkan oleh Prosesor [dengan

HESATL 1'H||$< KE[ALIA



persetujuan  terlebih  dabulu  dard  Pepgendall) memiliki bentuk
pehndungan data pribadi yvang minimal sama dengan Perjanjian ini;

h. melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk
melakukan tindakan pencegahan antara lain dengan menggunalkan
gigtem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman, dan
bertanggung jawab; dan

i segera memberitahu Pengendali dalam hal Prosesor mengetahul adanyva
pelanggaran atas data pribadi atau pemrosesan yang tdak  sah
termasuk apabila tegadi kehilangan atau kerusakan terhadoap data
pribadi tersebut.

[4) Pengendali memberikan persetujuan dan  memastikan  terdapatnya
persstujuan atas pemrosesan dats pribadi dar masing-masing pegawsi,
agen, pengurus, dan atauy pihak lamnya yang ada di bawah kendalinya,
sebatas uniuk hal-hal vang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini
antara lan sebagn narahubung pelaksansan Peranian,

15} Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Prosesor wajib mengamamnkan
data pribadi minimal sesuai dengan standar vang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau standar yang
ditetapkan pasar Vang seripa.

(6] Atas penggunasn pengamanan sesuai standar tersebut oleh Prosesor,
Pengendali akan membebaskan Prosesor dan semua kerugian yang
mungkin timbul dard adanyva kerja sama ini, termasuk apabila terjadi
kegagalan pelindungan data pribadi.

l H&K EESATL mELUA



26 -

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP
i1} Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua] masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyal kekuatan hukum vang sama,
(2} Perjanjian ini mulai berdaku pada tangesl ditandatangans oleh PARA
FIHAK.

PIHAK EEDUA
PT BANK MANDIRI [PERSERO) TBK

Group Head Direktur Jenderal Bimbingan
Government Project 3 Masyarakat Eatolik

%h—]h:r'!!:l mrl% KEDLA



Lampiran 1
Surat Kuasa Pencairan Dana Perorangan

SURAT KUASA PENERIMAAN DANA BANTUAN PIP

Yang bertanda I.a.ngan di bawah ini :

R | i e s T
Tempat/Tgl lahlr ............................................
Alamat o ot A Wy A S U
NIK 3 RRAA A e Ly SR A R R
No. Telepon ;A S VR A P U i S Y M

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memh-en kuasa kepada :

T TS . (T IC SR S Pt e Ta N O C Sy
Tempat/Tgl lalur ............................................
AIMREE. = uiineeeis miealiais e e
No. KTP e i M P sl B
No. Telepon B @ e e A B A DR

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa (diisi oleh Kepala Sekolah /Guru).

Dengan surat ini, sayva sebagai Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa kepada
Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan uang secara tunai pada
rekening PIP milik saya, dengan data-data scbagail berikut:

TR T SRR P s —————
Atas Nama S SN LS
MNama Bank s e e

Segala akibat yvang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung
jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan PT Bank Mandiri
(Persero) Thk dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dar
penarikan dana Bantuan PIP dari rekening tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa
ada paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.................. s
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa,
Tanda tangan Meterai & Tanda tangan
T R N T A




Lampiran 2
Surat Kuasa Pencairan Dana Secara Kolektif

SURA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nomor SK
No Nama Peserta Nama Kel Penctapan Tanda Tangan
Didik Sekolah Penerima [Peserta Didik)
Bantuan PIP

1 2 -3 4 5 6

1

2
dst

Adalah Peserta Didik Penerima Bantuan PIP Tahun 2025, selanjutnya
disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memi:ren Kuasa kepﬂu:lﬂ

ﬁ Nama

Jabatan Ty myw——
Tempat/ Tgl la]:u.a.r

Alamat o g e i e
No. KTP
Nao. Telepon B A B B A R R A

Selanjutnya discbut Penerima Kuasa [Kepala sekolah /guruj.

Dengan surat ini, saya sebagai pihak Pemberi Kuasa, memberikan Kuasa
kepada Penerima Kuasa untuk melakukan pengambilan dana Bantuan FIP
secara tunai pada rekening tabungan PIP atas nama Pemben Kuasa diatas.

Scgala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung
jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan PT Bank Mandiri
(Persero] Thk dari segala akibat tuntutan atau gugatan yang timbul dari
penarikan dana Bantuan PIP dari rekening tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa
n ada paksaan dari pihak manapun dan digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Meterai dan Tanda tangan

.....................................
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Lampiran 3
Surat Keterangan Kepala Sekolah

(KOP SURAT SEKOLAH)

SURAT EETERANGAN KEPALA SEKOLAH
NOIMOT | coveneieninnerres

Yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama I e (e T P PP o P PPN
NIP A e oy
Jabatan S e

dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini adalah
benar siswa Sekolah ... dan yang bersangkutan ditetapkan
sebagai Siswa Sekolah Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
Tahun Anggaran 2025:

Mo Nama Siswa Tercantum di 5K Kelas Nomor Rekening

) | S | b

= 1

Demikian surat keterangan mi dibuat untuk digunakan sebagai salah satu
persyaratan untuk mencairkan manfaat Dana Bantuan Program Indonesia
Pintar pada Bank Penyalur yang ditctapkan oleh Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyvarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepala Sekolah,
tanda tangan dan stempel
B i i S

%'Eﬁﬁ'—' Qﬁr REEILIA



Lampiran 4
Surat Pernyataan Tangpung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Dana secara
Kolektif

KOP SEKOLAH MENENGAH AGAMA EATOLIK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENCAIRAN DANA SECARA KOLEKTIF PROGRAM INDONESIA PINTAR
TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama e e e T i e e R e s
Jabatan F AN B el N K B TR
Nama Sekolah TR e S e e e
Alamat '

Kab/Kota

Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawabh untuk mencairken Dana Bantuan Program
Indonesia Pintar (PIP) secara kolektif sejumlah.......... siswa dengan
jumlah total dana Bantuan PIP sebesar Rp.........ccvcv.. e [
berdasarkan surat kuasa sebagaimana terlampir;

2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan/memberikan dana
kepada siswa sckolah penerima manfaat PIP sesuai dengan surat kuasa
pengambilan dana PIP dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah
pencairan kolektif dilakukan;

3. bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada orang tua/wal
siswa penerima bantuan terkait dengan iclah dicairkannya dana PIP
bagi siswa di sekolah yang bersangkutan.

4. apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana
maupun perdata terkait dengan pencairan dana PIP secara kolektif ini,
maka saya siap untuk bertanggung jawab secara hukum,

Demikian surat pernyvataan pertanggungjawaban mutlak ini saya buat
dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Kepala Sekolah,

Meterai/ Tanda tangan & stempel

...............................................

%ﬁmﬁ_l QHEQWQT'
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Lampiran 5
durat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetan Rekening Penerima Bantuan PIP
(SKFPR)

SURAT KUASA
(diist oleh Penerima Dana Bantuan PIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini,
MNama ;

Nomor Induk Kependudukan :
Nomor Induk Siswa

Mama Sekolah

Nomor Rekening

Selanjutnya disebut sebagai “PEMBER] KUASA™

Schubungan pelaksanaan dan pelaporan atas penyaluran Dana Bantuan
PIP pada SMAK vang harus disampaikan kepada Direktorat Pendidikan
Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian
Apama Republik Indonesia, maka dengan ini PEMBERI KUASA selaku
Penerima Bantuan PIP memberikan kuasa kepada PT Bank Mandin
(Persero) Thk, selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA"

IR RUSRY: .y = ;- | | |- LTSRS e SIS Sy S

Untuk dan atas nama serta mewakili PEMBERI KUASA, tersebut di atas

melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

l. Memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakal Katolik Republik Indonesia perihal rekening penernima
tersebut di atas untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban
keuangan negara antara lain untuk mendapatkan print out rekening,
keterangan mutasi, keterangan saldo, transaksi serta penerima dana
vang berasal dari rekening tersebut.

2, Melakukan koreksi pembukuan rekening penerima dana, termasuk
melakukan pendebetan rekening sesuai dengan surat perintah dari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakal Katloik Kementerian Agama
Republik Indonesia.

3. Melakukan pemblokiran Rekening Penerima sesuai dengan surat
perintah pemblokiran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat

dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh PEMBERI KUASA karena scbab

n&m&nru i ' _HJ-I% KEDUA




32 -

apapun, termasuk sebab-sebab yvang termaktub dalam pasal 1813, 1814,
atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali
berakhirnya Perjanjian [berikut perubahannyal antara Direktorat
Pendidikan Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masvarakat Katolik

Kementerian Agama Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero)
Thi.

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

Meterai

| %HH RESATU
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LAMPIRAN &

Surat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetan Rekening Penerima Bantuan KIP
KULIAH (SKFR)

SURAT KUASA
(diisi oleh Penerima Bantuan KIF KULIAH)|

Yang bertanda tangan di bawah ini,
MNama
Nomor Induk Kependudukan

Nomor Rekening

Selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA"

Sehubungan pelaksanaan dan pelaporan atas penyaluran Dana Program
Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang harus disampaikan kepada
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
Republik Indonesia , maka dengan ini PEMBERI KUASA selaku Penerima
Dana memberikan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero] Tbk,
selanjutnya disebut “PENERIMA KUASA”

Untuk dan atas nama serta mewakilli PEMBER]I KUASA, tersebut di atas
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia perihal
rekening penerima tersebut di atas untuk keperluan audit dan
pertanggungjawaban keuangan negara  antara lain untuk
mendapatkan print oul rekening, keterangan mutasi, Keterangan

— &
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saldo, transaksi serta Penerima Dana yvang berasal dari rekening
tersebut.

4. Melakukan koreksi pembukuan rekening penerima, termasuk
melakukan pendebetan rekening sesuai dengan surat perintah dari
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyvarakat Katolik Kementerian
Agama Republik Indonesia

3. Melakukan pemblokiran, pendebetan Rekening Penerima sesuai
dengan surat perintah  pemblokiran  dan  Direktorat  Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik EKementerian Agama Republik

Indonesia

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan Kuasa ini tidak dapat
dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh PEMBERI KUASA karena sebab

apapun, termasuk scbab-scbab vang termaktub dalam pasal 1813, 1814,
atau 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia kecuali
berakhimya Perjanjian (berikut perubahannya) antara Dircktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia
dengan PT Bank Mandin (Persero) Thk.

fe medemsbiddeebddak

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,

Meteran

: ook 2 -
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